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Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

R

BUPAT! PURWOREJC,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenteng
Penyelengeara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap
Penyelenggara Negara  berkewajiban  untuk
melaporkan dan mengumumkan kekayaannya
sebelum dan setelah menjabart;

bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban
pelaporan kekayaan sehagaimana dimaksud pada
hurof & serta untuk memperkuat komitmen
dalam  pencegahan  korupsi, kolusi, dan
nepotisme, perlu  menyusun dan mengatur
penyampaian laporan harta kekayaan bagi
Penyelenggara Negara di linglumgan Pemerintah
Kabupaten Purworcje yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyampeaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undeng Dasar Negara
Republik Indonesia Tahury 19435;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; fﬁ



3, Undang-Undeng Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 1992 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3841},

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana ielah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahum 2014 tentang
Pemerintahan Paerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWORE.JO

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Nalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

h oo sW

Daerah adalah Kahupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah edalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan deerah otonom.,

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Perangkat Daerah nadaleh Perangkat Dserah Xabupaten
Purworejo.

Sekretaris Dacrsh  adalash Sekretaris Daerah Kabupaten
Purworejo.

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalanian
fungsi cksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. #&



7.

10.

{1)

(2)

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjuinya disingkat KPK,
adalah HKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dirmaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Laporan Harta Kekayean Penyelenggara Negara, yang selanjutnya
disingiat LHEPN, adalah daftar seluruh hara kekayaan
Penyelenggara Negara, yang dituanglan dalam formulir LHKPN
yang ditetapkan oleh KPK.

Harta Kekayaan adaiah harte benda yeng dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih
menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak
bergerak, dan hek-hak lainya, yang dapat dinilai dengan uang
yvang diperoleh FPenyelenggara Negars scbelum, sslama dan
setelah memangku jabatannya.

Wajib Lapor LHKPN adalah Penyelenggarz Negara di lingkungan
Pemerintahh Kabupaten Purworejo yang wajib mengisi dan
melaporkan seluruh harta kekaysannya dalam formulir LHKPN
yang ditetapkan oleh KPK.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah
Kebupaten Purworejo wajib melaporkan sehuruh Harta Kekayaan
yang dimilikinya aebelum, selama dan setelah memangkn jabatan
kepada KPK dengan menyampaikan LHXPN.

Penyclenggara Negara sebagaimana dumaksud pada ayat (1)
terdir] atas;

Bupati,

Waldl Bupati Pureorejo;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratame (sctara eselon Il);

Pejabat Administrator (setara eselon IT);

Pejabat Pengawas (sctare cselon V),

Pejebat Prlaksana {setara eselon V);

Panitia Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah;

Pejabat Pengadasn Barang/Jara Pemerimtah; dan
Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Daerah.

FER &0 D Op

{3} Daftar nama Penyelenggara Negara scbagrimana dimakaud pada

ayat (2) ditetapkean sebagai Waiib Lapor LHKPN dengan
Keputusan Bupati. f.*



(1}

(2]

(3]

{1}

(2)

(1)

(2}

Pasal 3

Wajib Lapor LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan EHEKPN
paling lambat 2 (dua} bulan setelah:

. menduduki jabatan untuk pertama kali;
promosi atau mutasi;
menduduld jabatan yeng sama selama 2 (dua} tahun;
berhenti/diberhentikan dari jahatannya; atau
pensiun sebagai pegawai negeri sipil.

ppp o

Pengisian dan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada.
ayat {1} dapat dilakukan dengan cara:

a, manual; atau

b. daring (onling) melalui laman {website) http:/ kpk.go.id.

Dalam hal Wajib Lapor LHKPN meninggal dunia, maksa
penyampaian LHKPN dilakukan oleh ahli warisnya.

Pasal 4

Peryyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1} huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN
model KFK-A.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{1 huruf b sampai dengan hurud e dilakukan dengan
menggunakan formulir LHKPN modei KPK-B.

Paaal 5

Wajib Lapor LHKPN yang mengisi formudir LHKPN secara manuat,
menyamgaiken LHKPN yang telah diisi kepada KPK melalui
Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Sekretariat f Pengelola
LHKPN dengan dilampiri fotokopi akta/bukti/surat kepemiliken
harta kekayaan yang dimilili

LHKPN schagaimans dimaksud pada ayat {1} dibuat dalam 2
{dusa) rangkep, 1 {satu} rangkap disampaikan kepada KPK dan 1
{satw) rangkap disimpan oleh Wajib Lapor LHKPN yang
bersanglkutan.

(3} Wajib Lapor LHKPN yang mengisi formulir LHKPN saecara daring

{onling}, mecoyampaikan bukti pengisian LHKPN kepada
Perangkat Daerash yang ditunjuk sebagai Sekretariat/Pengelcla
LHKFPN. J



(4) Terhadap penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Perangkat Dacrah yang ditunjuk secbagai
Sekretariat/Pengelola LHKPN memberikan asli tanda terima dari
KPK kepada Wajib Lapor LHKPN dan menyimpan fotokepi tanda
terima dan KPK.

BAB [t
TIM PENGELOLA LHEPN
Pasal 6
{1) Untuk mengelola dan mengkoordinir penyampaian LHEKPN
dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagajimana

dimaksud pada ayat (1] terdiri dari:
a. penanggung jawakb : Bupati;

b. ketua : Sekretaris Daerak;

¢. wakii ketua : Asisten Sckretaris  Daecrah  yang
membidang kepepawaian,

d, sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan unisan pemerintahan
daerah di bidang kepegawaian;

&. angpota + 1. Inspektorat Kabupaten Purworejo;

2. kepala bagiar di lingkungsat
Sekretarjat Dserah yang mempunyai
tugas pokok dan fungs:
pengoordinasian bidang kepegawaian;

3. kepala bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah yang mempunyai
tugas pokok dar fungsi
pengoordinasian bidang hulaurn.

(3} Tim Pengelola LHKPN scbagaimana dimaksud pada ayat (1}
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan dan mengelola LHKPN;
b. menyampaikan LHKPN kepada KPK; dan
c. melaporkan hasil pelaksansan pengelolaan LHKPN kepada
Bupati melalui Sekretarnia Dasrah, ﬂﬁ



(1)

(2)

(3)

{4}

{1

(2}

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk
Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan ditunjuk Pejabat Pengelola
LHKPN Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputasan
Bupati.

Sekretariat Tim Pengelole LHEKPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} berkedudukan di Perangkat Daerah vyang
menyelengparakan urusan pemerintahan daerah di bidang
kepegawalan.

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} mempunym tugas:

8. menginventarisir Penyelenggara MNegara vyang diwajibkan
menyampaikan LHKPN,

b. memberikan asistensi pengisian formulir LEKPN;

¢. menyampaikan formulir isisn LHKPN kepada Wajib Lapor
LHKPN dan menerima salinan resi atau buxti pengisian
formmulir LHKPN secara daring (onfing dari Wajib Lapor
LHKPN.

Pejabat Pengelola LHKPN Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} bertugas mengumpulkan dan
mengkoordinir penyampaian LHKPN oleh Wajib LHKPN di
linglcungan Perangkat Daergh masing-masing untuk sclanjutnya
disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN.

BAB IV
SANKS! ADMINISTRASI]
Paszai 8

Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
{3) yang tidak melaporkan harta kekayaannya sesuai dengen
batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi berupa
peninjauan kembali [penundaan/pembatalan) pengangaketan
Wajib Lapor LHKPN dalam jabatan struktural/fungsional
dan/atau sanksi lainnya scsuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} didebhului depgan
pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 {tiga) kali, dengan
tengang waktu antara peringatan kesatn, kedua dan lketiga
adalah selamea 1 (satu} bulan, r



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerakh
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 Oktober 2016
BLUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTTAN

Diundangkan di Purworejoe
pada tanpgal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd.
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOQREJO
TAHUN 2016 NOMOR 44 SERI E NOMOR 38
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